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	Sejarah Peradilan Militer di Indonesia sejak Kemerdekaan Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dasar hukum yang mengaturnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di dalam Bab-IV (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) diatur tentang hukum acara pidana militer diantaranya tentang Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana diatur dalam pasal 122 sampai pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Prinsip yang sangat penting dalam sistem Peradilan Militer adalah Komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara karena dalam kehidupan militer, seorang Komandan bertanggung jawab terhadap anggotanya maka perlu mengetahui bagaimana prosedur kewenangan Papera dalam menyelsaikan suatu tindak pidana dan upaya yang dilakukan diluar pengadilan dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh angotanya.
	Metode penelitian yang digunakan menunjang penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. yang mengkaji aspek yang diperoleh baik berupa berkas perkara maupun bahan pustaka ataupun pada peraturan perundang-undangan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap berkas perkara dan peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah kewenangan Perwira Penyerah Perkara di lingkungan Kodam III/Siliwangi
	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dapat disimpulkan bahwa harus adanya pengkajian kembali mengenai prosedur kewenangan Papera karena masih terdapat ketentuan-ketentuan yang mana hal tersebut dapat menghilangkan kewenangan Papera itu sendiri dan bertentangan dengan asas komandan bertanggung jawab penuh atas anak buahnya walaupun ketentuan tersebut bertjuan untuk membatasi kewenangan Perwira Penyerah Perkara dalam penyelesaiain perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya dan upaya yang dapat dilakukan Papera menyelesaiakan perkara diluar pengadilan dilaksanakan melalui penyelesaian perkara dengan penutupan perkara demi kepentingan hukum dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan apabila perkaranya tidak cukup bukti, perkaranya bukan merupakan tindak pidana, Perkaranya telah kadaluarsa, Tersangka/terdakwa meninggal dunia, atau telah dibayarkan maksimum denda yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda dan penyelesaian perkara melalui Hukum Disiplin Militer dimana apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang ringan sifatnya ataupun perbuatan tersebut termasuk kedalam pelanggaran Disiplin Militer murni.
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ABSTRACT
	The history of Military Justice in Indonesia since the Independence of the Republic of Indonesia has undergone several changes in the legal basis that governs it, based on Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Justice. In Chapter-IV (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Courts), the law of military criminal procedure is regulated, including the case submission by case submission officers as regulated in articles 122 to article 131 of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 A very important principle in the Military Justice system is that the Commander has the authority to submit cases because in military life, a Commander is responsible for his members, so it is necessary to know how the procedures for Papera's authority to resolve a criminal act and the efforts taken outside the court to resolve a criminal act that has been committed. carried out by its members.
	The research method used to support this research is a descriptive normative juridical approach. who examines the aspects obtained in the form of case files and library materials or in-laws and regulations by searching case files and regulations as well as literature related to the authority issues of Case Submission Officers in Kodam III / Siliwangi.
	Based on the results of the analysis of the research, it can be concluded that there must be a review of Papera's authority procedures because there are still provisions that can eliminate Papera's own authority and contradict the principle that the commander is fully responsible for his subordinates even though these provisions aim to limit the authority of Papera. Case Handover Officers in solving cases of criminal acts committed by his subordinates and efforts that Papera can make to resolve cases outside the court are carried out through the settlement of the case by closing the case for the sake of law because the action taken if the case is insufficient evidence, the case is not a criminal act. The case has expired, the suspect/defendant has died, or the maximum fine has been paid as determined by the prevailing laws and regulations as long as the threat of punishment is in the form of a fine and settlement. a case through the Military Discipline Law where if the criminal act committed is a minor criminal act or the act is a pure Military Discipline violation.
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PENDAHULUAN
A. [bookmark: _Toc68386922][bookmark: _Toc68389329][bookmark: _Toc69282497][bookmark: _Toc69283398]Latar Belakang Masalah.
Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut sistem hukum civil law atau suatu Kodifikasi dari hukum Belanda maka dalam hal ini, Indonesia merujuk pada sebuah kepastian hukum dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Keseriusan mengenai konsepsi bahwa Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan sebuah tujuan untuk memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, ketertiban, dan kepastian terhadap penyelenggaraan kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Upaya hukum dalam  pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, ini berarti bahwa setiap ketentuan hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan nasional tersebut, hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Usaha penyelenggaraan pertahanan Negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan Negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai.
Sejarah dan pengalaman menunjukkan, tampaknya pembangunan di bidang hukum sudah diupayakan untuk dapat menyentuh berbagai bidang dan kepentingan yang ada dalam masyarakat termasuk bidang kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan militer, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat pada umumnya. Salah satu tatanan normative yang sangat penting berkenaan dengan pembangunan sekaligus penegakan hukum di Indonesia pada khususnya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia  adalah dengan di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta pasca reformasi dengan diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman bahwa peradilan militer termasuk kedalam salah satu peradilan yang tertera dan di atur didalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini Peradilan Militer sebagai salah satu badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung diatur didalam Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sebagai salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, Peradilan Militer juga menganut asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Badan Peradilan Militer termasuk pengkhususannya didalam penegakan hukum militer (diferensiasi/spesialisasi)  yang susunan dan kekuasaan serta acaranya diatur dalam Undang-undang tersendiri. Dikatakan pengkhususan karena peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan prajurit TNI untuk menegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan militer. Sedangkan hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara, hukum tata usaha Negara, dan hukum internasional yang obyeknya adalah kehidupan militer, serta hanya berlaku bagi militer atau yang dipersamakan dengan militer. Perlunya pembentukan peradilan militer karena tugas militer berbeda dengan tugas warga Negara lainnya.
Adapun tugas pokok militer adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dan keselamatan bangsa yang dapat diartikan tugas untuk berperang dan bertempur. Untuk melaksanakan tugas tersebut Tentara Nasional Indonesia harus disiapkan dan di bina agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu perlu diatur melalui ketentuan-ketentuan hukum yang keras bagi militer yang antara lain hukum displin militer, hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Hukum disiplin militer mengatur tentang tata kehidupan militer agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga selalu siap siaga sedangkan diadakannya peradilan militer adalah untuk menegakan hukum dan kepentingan militer atau pertahanan Negara. 
Sistem peradilan militer di Indonesia dalam sejarahnya dalam masa reformasi kekuasaan lembaga peradilan pertama tercetus dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketntuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen Orde baru dengan kekuatan kelompok militer, sesuai perkembangan istilah dalam bidang peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-undangan maka nama pengadilan ketentaraan dalam dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung). Pada saat ini dengan berjalannya waktu dengan lahirnya ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer mengenai nama pengadilan ketentaraan menjadi:
1. Pengadilan Militer.
2. Pengadilan Militer Tinggi.
3. Pengadilan Militer Utama.
4. Pengadilan Militer Pertempuran[footnoteRef:1]. [1: 	 Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, AURA, Bandar Lampung, 2019, hlm. 33.] 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga mengatur tentang hukum acara pidana militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer diantaranya:
1. 	Asas kesatuan komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan yang sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
2.	Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi prajurit TNI, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya asas ini adalah kelanjutan dari asas kesatuan komando.
3.	Asas kepentingan militer, untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum[footnoteRef:2] [2: 	 Ibid. hlm 6.] 

Sejarah hukum acara yang berlaku pada Peradilan militer didasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan Tentara yakni berpedoman pada HIR (Het Herzine Inlandsch Reglemen) dimana ketentuan yang berlaku peradilan militer yang saat itu masih bernama Peradilan Tentara, Jaksalah yang memimpin pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan selanjutnya perkara diperiksa dan di adili oleh pengadilan yang berwenang, pada saat itu Ankum/Komandan belum mempunyai wewenang dalam penyelesaian perkara pidana anggotanya.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt 1958, barulah Ankum/Komandan yang membawahi anggotanya diberi kewenangan, peranan dari Atasan/Komandan yang membawahkan tersangka, untuk ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian perkara pidananya.[footnoteRef:3] Kewenangan komandan yang didasari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958 merupakan realisasi dari rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Angkatan Perang mempunyai peradilan tersendiri dan Komandan-komandan mempunyai hak penyerahan perkara.[footnoteRef:4] [3:  Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Dephankam, 1976, hlm 23]  [4: 	 Ibid, hlm.27.] 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer  merupakan landasan hukum acara yang berlaku di peradilan militer di Indonesia, pada Pasal 123 ayat (1) memberikan kewenangan kepada papera untuk memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, menerima laporan penyidik, memerintahkan dilakukannya upaya paksa, memperpanjang penahanan, menerima/meminta pendapat hukum dari oditur, menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang, menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin militer prajurit, menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
Contoh kasus kewenangan papera terhadap penyelesaian perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI di lingkungan Kumdam III/Siliwangi yang mana hal tersebut akan menjadi bahan penulis untuk menjadi kajian dalam penulisan ini dalam proses penyelesaian perkara tersebut terjadi perbedaan pendapat antara oditur militer dan papera sebagai pemberi keputusan penyelesaian perkara dimana oditur memberikan pendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut telah memenuhi unsur dan harus dilakukan penindakan melalui persidangan pengadilan militer namun dalam hal ini berbeda dengan Papera yang mana Papera berpandangan bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut harus ditutup demi kepentingan umum.
Perwira Penyerah Perkara dalam sistem peradilan militer memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota dibawah komandonya untuk disidangkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dimulai sejak perkara ditingkat penyidikan hingga persidangan dan pengawasan pembinaan anggotanya, pada sistem peradilan umum Perwira Penyerah Perkara mempunyai kewenangan untuk menyerahkan perkara pidana yang dilakukan anggota dibawah komandonya.
 Kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan yang sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan anak buahnya oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang antara lain penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit maupun penutupan perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum dan/atau kepentingan militer. 
Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Perwira Penyerah Perkara. Dua diantaranya berjudul:
1. PERANAN ATASAN BERHAK MENGHUKUM DAN PERWIRA PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DI PERADILAN MILITER.
Penulis Erlangga Prasady dan Tahun di tulis 2019
2. PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA PAPERA DAN ODITUR MENGENAI PELIMPAHAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN YANG DILAKUKAN OLEH MILITER.
Penulis Brigita Pangesti dan Tahun di tulis 2019
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan bidang hukum yang berjudul “KEWENANGAN PERWIRA PENYERAH PERKARA (PAPERA)  DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DI KODAM III/SILIWANGI”
B. [bookmark: _Toc68386923][bookmark: _Toc68389330][bookmark: _Toc69282498][bookmark: _Toc69283399]Identifikasi Masalah.
Perumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan penelitian skripsi yang baik. maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:
1. 	Bagaimana kewenangan Papera dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh anggotanya ?
2.	Bagaimana Upaya Papera  dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan ? 
C. [bookmark: _Toc68386924][bookmark: _Toc68389331][bookmark: _Toc69282499][bookmark: _Toc69283400]Tujuan Penelitian.
Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah dan perumusan dan judul dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalashan yang dihadapi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.   Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan kewenangan Perwira Penyerah Perkara dalam menyelesaikan perkara tindak pidana prajurit TNI sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
2.   Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Perwira Penyerah Perkara dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan.
D. [bookmark: _Toc68386925][bookmark: _Toc68389332][bookmark: _Toc69282500][bookmark: _Toc69283401]Kegunaan Penelitian.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua kalangan masyarakat Indonesia khususnya bagi penggiat hukum di Indonesia, adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis.
	Memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum secara materil maupun secara formil khususnya mengenai hukum militer mengenai Perwira Penyerah Perkara dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum secara umum dan hukum militer secara khusus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis. 
	Dapat memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi segenap civitas akademis Universitas Langlang Buana, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menelaah penulis hukum ini. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dan lingkungan peradilan militer.  
E. [bookmark: _Toc68386926][bookmark: _Toc68389333][bookmark: _Toc69282501][bookmark: _Toc69283402]Kerangka Pemikiran.
	Pembentukan  Pengadilan Tentara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946, sebagai Pengadilan khusus yang berlaku di kalangan militer, selanjutnya dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Kemudian sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri merupaka Ketua Pengadilan Tentara serta Jaksa pada Pengadilan Negeri merangkap Jaksa pada Pengadilan Militer, jika tidak diadakan ketetapan lain oleh menteri Kehakiman dan Menteri pertahanan. Hal ini disebabkan pada saat itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli hukum di kalangan militer untuk ditempatkan pada jabatan Hakim dan Jaksa Militer kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1965. Sedangkan untuk hukum acaranya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa sipil dari Pengadilan Negeri karena jabatannya bertindak sebagai pengusut, penuntut, dan penyerah perkara.
	Kemudian untuk memenuhi asas kesatuan komando dan komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, dimana para komandan diberi peranan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak buahnya. Dengan demikian maka atasan yang berhak menghukum (Ankum) harus mengetahui segala persoalan yang terjadi karena Ankum diberi tanggung jawab untuk ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur pihak lain dalam kesatuannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 bahwa Jaksa Tentara yang pada waktu itu dijabat oleh sipil dari pengadilan negeri bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958, maka wewenang jaksa tersebut berpindah ke tangan komandan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat dilingkungan Peradilan Militer, hukum acara pidana militer, serta hukum acara tata usaha militer. Dalam hukum acara pidana militer, kepentingan militer sudah selayaknya menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas mengambarkan bahwa TNI mempunyai lingkungan peradilan tersendiri dengan dibebani peraturan-peraturan disiplin sehingga akan lebih berat bila dibandingkan dengan justisiabel Peradilan umum. Dengan menelaah kewenangan Perwira Penyerah Perkara, maka dalam penyelesaian perkara dilaksanakan secara efektif yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi Tentara Nasional Indonesia yang profesional, efektif, efesien dan modern serta sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdemokrasi Pancasila.
Kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan yang sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan, dan anak buahnya oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang yang antara lain penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, penyelesaian menurut hukum disiplin prajurit maupun penutupan perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum dan/atau kepentingan militer. Dengan demikian Komandan selaku Perwira Penyerahan Perkara diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana anggotanya, namun Perwira Penyerah Perkara  diberi batasan dalam melaksanakan kewenangannya seperti yang tercantum dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan : 
1. Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang.
a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan.
b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
c. Memerintahkan dilakukan upaya paksa.
d. Memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78.
e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara. 
f. Menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mngadili.
g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit. 
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
Pemberian wewenang pada Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara ke pengadilan dilingkungan peradilan umum, menyelesaikan menurut hukum disiplin prajurit dan menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum dan/atau militer tidak lepas dari asas yang berlaku dalam lingkungan peradilan militer yaitu asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.
Polisi Militer sebagai penyidik merupakan Satuan di lingkungan TNI yang termasuk dalam satu kesatuan komando dengan Ankum dan Papera serta Perwira Hukum Satuan. Setiap perkara pidana yang dilaporkan ke Polisi Militer akan diproses dengan berpedoman pada kesatuan komando dan rantai komando serta prosedur hubungan Komandan dan Staf. Dengan demikian sejak awal dimulainya proses penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan oleh Polisi Militer yang diawali dengan Laporan Polisi, Komandan Satuan selaku Ankum dan Papera serta Perwira Hukum Satuan sudah mengetahui dugaan perkara pidana tersebut sebelum Polisi Militer melimpahkan perkara tersebut ke Oditurat Militer atau Oditurat Militer Tinggi. Hal ini juga berarti Komandan Satuan, Atasan Komandan Satuan atau Papera telah dapat mengambil keputusan terhadap dugaan perkara pidana tersebut karena sudah melalui Prosedur hubungan Komandan dan Staf antara lain adanya saran pendapat hukum dari Perwira hukum Satuan.
Memutuskan suatu perkara maka seorang Papera dalam pertimbangannya memperhatikan hal-hal berikut sebagai dasar diberikannya keputusan suatu perkara yaitu:
1. Pertimbangan Papera Apabila Perkara Akan Diselesaikan Menurut Hukum Disiplin Militer.
2. Pertimbangan Papera Dalam Menentukan Perkara Akan Ditutup Demi Kepentingan Hukum.
F. [bookmark: _Toc68386927][bookmark: _Toc68389334][bookmark: _Toc69282502][bookmark: _Toc69283403]Metode Penelitian.
Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisanya[footnoteRef:5]. Demikian pula dengan penulisan skripsi ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut: [5: 	 Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, , Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 57.] 

1. Metode pendekatan.
	Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian yang mengkaji aspek yang diperoleh baik berupa berkas perkara maupun bahan pustaka ataupun pada peraturan perundang-undangan. Aspek normatif dalam penelitian ini dari berkas yang diperoleh dari Kodam III/Siliwangi Bandung ditambah dengan studi pustaka dan Undang-undang yang diperoleh melalui buku-buku ataupun literatur yang berkaitan dengan perana n ankum dalam proses penyelesaian tindak pidana.
2. Spesifikasi penelitian. 
	Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif., penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskripsi adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.[footnoteRef:6]. [6: 	 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 7.] 

3. Tahap penelitian.
a. Data primer.
Data primer atau bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.
b. Data sekunder.
Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis data primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian.
c. Data tersier.
Data tersier adalah bahan-bahan yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah, internet, dan lain-lain.
4. Teknik pengumpulan data
a. Studi lapangan.
Penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap.
b. Studi kepustakaan. 
Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.[footnoteRef:7] [7: 	 Khudzalifah Dimyati, Kelik Wardiono, Op Cit., hlm. 1 & 3.] 

5. Analisis data.
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. [footnoteRef:8] Kembali ke kaitkan dengan data lainya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistik. [8: 	 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm. 7.] 
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[bookmark: _Toc68386928][bookmark: _Toc68389335][bookmark: _Toc69282503][bookmark: _Toc69283404]BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI KEWENANGAN PERWIRA
PENYERAH PERKARA DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK 
PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
A. [bookmark: _Toc68386929][bookmark: _Toc68389336][bookmark: _Toc69282504][bookmark: _Toc69283405][bookmark: _Toc68386930][bookmark: _Toc68389337]Tindak Pidana
1. [bookmark: _Toc69282505][bookmark: _Toc69283406]Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
	Membahas masalah Tindak Pidana, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari tindak pidana itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.[footnoteRef:9] Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik[footnoteRef:10]. Pengertian Tindak pidana menurut Teguh Prasetyo bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[footnoteRef:11] Dalam hal ini Unsur-unsur tindak pidana secara ringkas dapat disusun sebagai berikut [9: 	 R. Abdjoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 171.]  [10: 	 Sofyan Sastrawidjaya, Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm. 112.]  [11: 	 https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html di akses pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 13.56 WIB] 

Ke - 1	Subjek
Ke - 2	Kesalahan
Ke - 3	Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
Ke - 4	Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana 
Ke – 5	Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)[footnoteRef:12] [12: 	 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986. Hlm.211] 

2. [bookmark: _Toc68386931][bookmark: _Toc68389338][bookmark: _Toc69282506][bookmark: _Toc69283407]Tindak Pidana Militer
	Tindak pidana militer dalam ketentuan hukum pidana militer dibagi kedalam 2 bagian yaitu:
1.	Tindak Pidana Militer murni 
	Tindak Pidana Militer murni, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, atau dengan kata lain, tindak pidana yang dilakukan oleh militer, karena keadaannya yang bersifat khusus.18misalnya tentang desersi yang diatur dalam pasal 87 KUHPM atau Insubordinasi yang diatur dalam pasal 107 KUHPM.
2.	Tindak Pidana Militer Campuran 
	Tindak Pidana Militer Campuran, adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain (dalam KUHP maupun undang-undang lain yang memuat sanksi pidana militer diluar KUHP), tetapi diatur lagi dalam KUHPM, karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. misalnya tentang pemberontakan sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHPM, pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 140 KUHPM. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi dasar diadilinya seseorang militer yang melakukan tindak pidana baik yang diatur dalam KUHPM, KUHP maupun undang-undang pidana khusus diluar KUHP, adalah pasal 1 dan pasal 2 KUHPM[footnoteRef:13] [13:  Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, AURA, Bandar Lampung, 2019, hlm. 44.] 

B. [bookmark: _Toc68386932][bookmark: _Toc68389339][bookmark: _Toc69282507][bookmark: _Toc69283408]Sistem Peradilan Militer
1. [bookmark: _Toc68386933][bookmark: _Toc68389340][bookmark: _Toc69282508][bookmark: _Toc69283409]Sejarah Peradilan Militer
Pergerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan, mencapai puncaknya dengan di proklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu berakhirlah penjajahan diseluruh Indonesia. Hal ini menunjukan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan mampu untuk mengatur diri sendiri. Sebagai Negara yang baru merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan siding khusus untuk mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar  1945 sebagai landasan hukum bangsa Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka peradilan- peradilan yang telah ada pada jaman pendudukan Jepang dapat tetap berlangsung seperti keadaan sebelumnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan ketentaraan. Akan tetapi kenyataan tidak demikian, maka hanya peradilan umum dan peradilan agama yang berjalan seperti sediakala. Sedangkan peradilan ketentaraan (Militer) tidak/belum diadakan, meskipun Angkatan perang Republik Indonesia telah dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945.[footnoteRef:14] Maka  berdasarkan Pasal II ketentuan peralihan dari Undang-Undang Dasar yang berbunyi, “Segala badan Negara dan peraturan yangada masih langsung berlaku, selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.”  Seiring dengan perkembangan Negara pada saat itu, maka militer sebagai pengaman dan pengawal bangsa mengikuti perkembangan terutama di bidang hukum terutama yang menyangkut masalah hukum militer dan peradilan militer. Mengingat militer mempunyai karakter dan tugas yang berbeda dengan masyarakat umum lainnya, maka setahun setelah kemerdekaan Peradilan Ketentaraan baru dibentuk setelah dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 tentang mengadakan Pengadilan Tentara disamping Pengadilan biasa. [14: 	 Ibid, hlm 14.] 

Awal terbentuknya Pengadilan Tentara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946, sebagai Pengadilan khusus yang berlaku di kalangan militer, selanjutnya dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Kemudian sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa Ketua Pengadilan Negeri merupaka Ketua Pengadilan Tentara serta Jaksa pada Pengadilan Negeri merangkap Jaksa pada Pengadilan Militer, jika tidak diadakan ketetapan lain oleh menteri Kehakiman dan Menteri pertahanan. Hal ini disebabkan pada saat itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli hukum di kalangan militer untuk ditempatkan pada jabatan Hakim dan Jaksa Militer kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1965.
Hukum acaranya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa sipil dari Pengadilan Negeri karena jabatannya bertindak sebagai pengusut, penuntut, dan penyerah perkara. kemudian untuk memenuhi asas kesatuan komando dan komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, dimana para komandan diberi peranan dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak buahnya. Dengan demikian maka atasan yang berhak menghukum (Ankum) harus mengetahui segala persoalan yang terjadi karena Ankum diberi tanggung jawab untuk ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur pihak lain dalam kesatuannya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 bahwa Jaksa Tentara yang pada waktu itu dijabat oleh sipil dari pengadilan negeri bertindak sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dengan diubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958, maka wewenang jaksa tersebut berpindah ke tangan komandan. Berpindahnya wewenang sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara kepada komandan, maka fungsi Jaksa Tentara di kurangi yang tadinya bersifat aktif sekarang menjadi pasif.
Situasi politik yang semakin stabil, maka kehidupan militer semakin mantap hingga terfikir untuk mengadakan penggantian terhadap tenaga Hakim dan Jaksa Tentara yang masih di rangkap jabatannya oleh Hakim dan Jaksa Pengadilan Negeri dengan tenaga ahli hukum militer tersebut maka pada tahun 1952 didirikan Akademi Hukum Militer dan Perguruan Tinggi Hukum Militer.
Tenaga militer aktif yang berkualifikasi sarjana di bidang hukum setelah adanya hal tersebut, mulai tahun 1961 diadakan penggantian terhadap tenaga-tenaga Hakim dan Jaksa Tentara dari Pengadilan Negeri. Pada tanggal 19 September 1961 lahirlah surat keputusan bersama Kasad dan Menteri Jaksa Agung Nomor MK/KPTS-189/9/1961 melalui Surat Keputusan Bersama tersebut Menteri Jaksa Agung mengalihkan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan Kejaksaan Tentara. Sejak itu sebenarnya Pengadilan Tentara sudah terwujud dalam arti formil maupun materiilnya. Dengan demikian Tentara Nasional Indonesia telah memiliki badan peradilan yang terpisah dari peradilan umum, karena dalam kehidupan masyarakat militer berbeda dengan kehidupan masyarakat non militer.
2. [bookmark: _Toc68386934][bookmark: _Toc68389341][bookmark: _Toc69282509][bookmark: _Toc69283410]Hukum Pidana Militer
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain[footnoteRef:15]. Hukum pidana sendiri adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang apabila peraturan dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhkan sanksi. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Agar sikap dan perbuatan manusia tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhu kepentingannya itu.[footnoteRef:16] Dan Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer.[footnoteRef:17] [15: 	 R. Abdjoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 171.]  [16: 	 Elmarianti Saalino, Hukum Militer di Indonesia, Uwais inspirasi Indonesia, Jawa Timur 2019, hlm. 11.]  [17: 	 Nikmah Rosida, loc.cit.] 

	Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah salah satu contoh hukum pidana khusus.disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum. Dalam rangka pengkhususan terhadap hukum pidana militer, dalam hal ini KUHPM adalah bagian atau cangkupan dari hukum pidana militer dalam arti materil dan UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer adalah cangkupan dalam arti formil.[footnoteRef:18]  [18: 	 Elmarianti Saalino, loc.cit. hlm. 11-12.] 

Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditundukan kepadanya. Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun pidana militer. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasa terlalu ringan jika hanya diberlakukan hukum pidana umum jika persoalan militer dimasukkan ke dalam hukum pidana umum, akan membuat KUHP sukar dipergunakan.[footnoteRef:19] [19: 	 Ibid, hlm. 13.] 

Ketentuan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang mana diberikannya suatu hal yang khusus dalam penyelesaian perkara di Peradilan Militer tidak terlepas dari tidak perlu adanya mengenai Prospeksi acara pemeriksaan koneksitas bahwa dalam hal ini tidak perlu ada lagi lembaga koneksitas karena prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. pengaturan mengenai koneksitas yang diatur di dalam KUHAP dan yang kemudian juga diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004, penyelesaian perkara koneksitas menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu” adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.[footnoteRef:20] [20: 	 Agustinus, Kapita Selekta Hukum Pidana Militer, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 127-128.] 

Maka terdapat pokok-pokok pembaharuan terhadap sistem pemidanaan pada hukum pidana militer, sistem sanksi pidana pembaruan Hukum Pidana Militer tetap harus mengacu pada sistem sanksi dalam KUHP ( RUU KUHP Buku I ) dasar berlakunya sistem sanksi yang ada dalam RUU KUHP terhadap KUHPM (Pembaruan KUHPM mendatang), maka rumusan seperti yang ada dalam Pasal 1 KUHPM saat ini tetap dipertahankan. Oleh sebab itu, rumusan Pasal 1 KUHPM yang saat ini berlaku tetap dipertahankan sebagai penguatan rumusan Pasal serupa Pasal 103 KUHP. Pokok-pokok pembaruan sistem sanksi sebagai bagian dari sistem pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana militer, adalah:
1. Tetap Membedakan Pidana Pokok (Pidana Utama) dan Pidana 	Tambahan Terkait dengan sistem sanksi dalam RKUHP, yang memasukkan beberapa jenis sanksi baru, yang selama ini tidak dikenal dalam sistem sanksi dalam KUHP dan juga dalam KUHPM, maka pembaruan hukum pidana militer, perlu mengkaji, mempertimbangkan jenis sanksi baru dalam RUU KUHP. Dalam jenis Pidana Pokok RUU KUHP terdapat sanksi baru, yaitu Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial. Pertanyaan besarnya adalah: Pertama, Apakah Hukum Pidana Militer akan mengadopsi atau memasukkan dua jenis pidana baru tersebut dalam sistem sanksi Hukum Pidana Militer. Jika mengadopsi jenis sanksi tersebut, tentu ada beberapa sistem yang harus diperbarui. Kedua, bagaimana jika tidak mengikuti jenis sanksi pidana dalam RUU KUHP. Dapatkah Hukum Pidana Militer menyimpang dari jenis sanksi yang ada dalam KUHP. Susunan sanksi pidana dalam RUU KUHPM harus tetap mempertahankan penggolongan pidana pokok dengan pidana tambahan. Urutan susunan pidana pokok dan pidana tambahan tetap berpedoman pada urutan berdasarkan berat ringannya jenis pidana. 
2. Tetap Menempatkan Sanksi Pidana Mati sebagai Pidana Pokok Khusus.
	mengenai pidana mati,  meskipun di dalam RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat khusus. Dalam  pembaruan hukum pidana militer, pidana mati disarankan tetap ditempatkan sebagai pidana pokok. Hukum pidana militer, sebagai hukum pidana khusus, pada umumnya kualitas kejahatan yang diancam pidana merupakan kejahatan berat, dan terdapat kejahatan-kejahatan terkait dengan kewajiban militer dalam hal pertahanan Negara dan pengkhianatan militer, sehingga pidana mati tetap dipertahankan sebagai sanksi pidana.
3.	Memasukan jenis pidana baru yaitu pidana pengawasan.
	Pidana pengawasan merupakan jenis sanksi pidana baru dalam RUU KUHP. Pidana pengawasan merupakan jenis pidana pengganti pidana bersyarat, dirumuskan dengan ketentuan dan persyaratan diberikan uraian dalam pasal 79 dan pasal 80. [footnoteRef:21] [21: 	 Ibid, hlm.46-47.] 

3. [bookmark: _Toc68386935][bookmark: _Toc68389342][bookmark: _Toc69282510][bookmark: _Toc69283411]Hukum Acara Pidana Militer.
Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) telah mengalami perkembangan. Artinya secara historis Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) telah beberapa kali mengalami perubahan, baik perubahan secara keseluruhan undang-undang maupun perubahan berupa penambahan atau penjabaran lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang, misalnya dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Pangab).
Hukum acara peradilan militer mencangkup mengenai kekuasaan pengadilan dalam mengadili perkara Prajurit TNI dalam Pasal 40 ayat huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun tentang Peradilan Militer dimana disebutkan bahwa Pengadilan  Militer  memeriksa  dan  memutuskan  pada  tingkat  pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah .Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah, sedangkan untuk  bagi Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama memeriksa   dan   memutus   perkara   pidana   yang Terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat  Mayor ke atas hal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (1) ke- 1 dan bagi Pengadilan Militer Utama dalam Pasal 42 memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh   Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Dalam aturan Pasal 43 ayat (3) bahwa pengadilan militer utama juga memutus  perbedaan  pendapat  antara Perwira Penyerah Perkara   dan   Oditur   tentang   diajukan   atau tidaknya   suatu   perkara   kepada   Pengadilan   dalam   lingkungan peradilan   militer   atau   Pengadilan   dalam   lingkungan   peradilan umum.
4. [bookmark: _Toc68386936][bookmark: _Toc68389343][bookmark: _Toc69282511][bookmark: _Toc69283412]Prosedur Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan
Tindak Pidana.
	Proses penjatuhan hukuman terhadap prajurit TNI di dasarkan kepada tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI tersebut  harus didasarkan pada ketentuan hukum militer yang telah dibuat oleh Ankum dan Papera penjatuhan sanksi bagi prajurit TNI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, dapat dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi disiplin militer hal tersebut tergantung keputusan dari Papera apakah tindakan yang dilakukan oleh prajurit tersebut diselesaikan di dalam ranah Pengadilan Militer ataupun melalui Hukum Disiplin Militer keputusan tersebut dilakukan setelah melalu prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Papera yang mana biasanya Papera memerintahkan terhadap penyidik dalam hal ini Denpom setelah penyidikan selesai dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI selanjutnya Papera meminta atau menerima berita acara pendapat dari Oditur atau satuan hukum terkait dan baru Papera memutuskan penjatuhan hukuman atau sanksi yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dan diputus oleh Papera untuk diselesaikan perkara tersebut di Pengadilan maka sanksi yang di tempuh berupa sanksi penjara ataupun denda sebagaimana putusan hakim di Pengadilan Militer terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Namun apabila prajurit TNI dalam penyelesaian perkara melaluin hukum disiplin militer bahwa Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan. Disiplin bagi anggota TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi anggota TNI diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhsan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit TNI, pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan disertai doktrin-doktrin bagi prajurit TNI. Karena sifatnya yang “harus” maka perlu diberlakukan suatu peraturan dan ketentuan demi lancarnya penegakan disiplin dalam tubuh organisasi militer.[footnoteRef:22] [22: 	 Marchel Imanuel Padang, Jurnal, Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2017, hlm. 3. ] 

Penegakan disiplin dikalangan militer, harus dilaksanakan oleh setiap anggota, para perwira suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu seperti gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu dalam sapta marga dan sumpah prajurit ditekankan secara tegas, bahwa prajurit harus patuh dan taat pada atasan tanpa adanya keluhan atau bantahan dalam melaksanakan tugas harus dengan keikhlasan, hati riang gembira, dan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Tiap-tiap anggota militer wajib menegakan kehormatan militer dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran, baik berada dalam kesatua maupun diluar kesatuan.
C. [bookmark: _Toc68386937][bookmark: _Toc68389344][bookmark: _Toc69282512][bookmark: _Toc69283413]Perwira Penyerah Perkara (PAPERA)
1. [bookmark: _Toc68386938][bookmark: _Toc68389345][bookmark: _Toc69282513][bookmark: _Toc69283414]Pengertian dan Asas mengenai Perwira Penyerah Perkara
	Papera pada dasar nya merupakan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang di berikan kewenangan penyerahan perkara oleh Undang-undang. Ankum sendiri adalah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya.[footnoteRef:23] Dalam hal atasan merupakan militer yang karena pangkat atapun jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada militer lainnya.[footnoteRef:24] Adapun mengenai Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) dalam hal ini Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.[footnoteRef:25] [23: 	 Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar, Buku Saku Keankuman dan Kepaperaan, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2017, hlm 7]  [24: 	 Ibid.]  [25: 	 Ibid. hlm. 64] 

Adapun mengenai asas-asas militer yang berhubungan dengan Papera sebagai berikut:
1.	Asas kesatuan komando.
	Kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan yang sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut diatas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
2.	Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. 
	Tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi prajurit TNI, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya asas ini adalah kelanjutan dari asas kesatuan komando.
3.	Asas kepentingan militer. 
	Menyelenggarakan pertahanan dan keamanan Negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan namun khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.[footnoteRef:26] [26:  Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, AURA, Bandar Lampung, 2019, hlm. 6.] 

2. [bookmark: _Toc68386939][bookmark: _Toc68389346][bookmark: _Toc69282514][bookmark: _Toc69283415]Sejarah Dan Kewenangan Perwira Penyerah Perkara
	Sejarah tentang Perwira Penyerah Perkara dan kewenangannya, Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1950 sebelum di perbarui dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, pada awalnya masih sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, maka sebagai Hukum Acara Pidana Militer yang berlaku sebagai pedoman adalah “Het Herziene Inlandsch Reglement” (HIR). Hal ini berarti, dalam proses beracara pidana berlaku ketentuan-ketentuan dalam HIR.
Oleh karena itu, dalam hal “Pengusutan” atau “Pemeriksaan Pendahuluan” bagi militer yang melakukan tindak pidana, harus berpedoman kepada HIR. Menurut ketentuan yang diatur dalam HIR tersebut pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengusutan atau pemeriksaan pendahuluan terhadap militer yang melakukan tindak pidana adalah Jaksa. Jaksalah yang memimpin pengusutan pemeriksaan pendahuluan tersebut, termasuk dalam penyerahan perkaranya untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan atau mahkamah yang berwenang.
Mendasari ketentuan tersebut, komandan dari anggota yang melakukan tindak pidana memang tidak dilibatkan atau tidak ambil bagian dalam menentukan nasib anak buahnya karena Jaksa yang berperan, maka terhadap ketentuan tersebut timbul keberatan-keberatan, antara lain: 
Dipandang dari sudut penyelenggara atau penegakan disiplin militer/tentara, sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan, antara pihak kejaksaan dengan pihak pimpinan angkatan/kesatuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggungjawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan kesatuannya, dan atas kedudukan anak buahnya sebagai anggota militer.[footnoteRef:27] [27: 	 Soegiri, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Dephankam, Jakarta, 1976, hlm. 23.] 

Di lain pihak, dalam rangka pembinaan satuan maupun dalam pembinaan disiplin anggota adalah menjadi tanggung jawab komandan kesatuan, sehingga akan sangat mengganggu dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan militer apabila penyelesaian perkara anggota yang bersangkutan komandan kesatuan tidak dilibatkan dalam menentukan perkara anggotanya manakala akan diserahkan kepada Mahkamah/Pengadilan untuk diperiksa.
Bertolak dari latar belakang itu, maka dalam penyelesaian perkara pidana, peranan komandan yang membawahi tersangka harus dilibatkan. Sehingga, komandan dalam hal ini juga ikut menentukan nasib anak buahnya, dalam rangka penyelesaian perkara pidananya. Harapan tersebut pada tahun 1945, oleh pembuat undang-undang dimasukkan sebagai gagasan untuk memberikan peranan yang besar dari komandan terhadap penyelesaian perkara anak buahnya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1950 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Drt Tahun 1958, pada Bab II tentang pemeriksaan permulaan. Dalam rangka menerapkan asas bahwa komandan mempunyai hak penyerah perkara anak buahnya, maka undang-undang yang baru tersebut mengemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pertahanan Negara.
b. Masing-masing atasan komandan bertanggung jawab penuh atas keadaan ketertiban dan keamanan dalam kesatuannya, maka:
a) Atasan/komandan militer harus mengetahui tentang segala hal ikhwal mengenai kesatuannya.
b) Atasan/komandan harus dapat menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian perkara pidananya.
c) Campur tangan pejabat lain dalam Acara Pidana Tentara sedapat mungkin janganlah mengurangi asas tersebut huruf a dan b diatas.
Sehubungan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas maka titik berat tanggung jawab penyelesaian perkara pidana seorang militer dalam pemeriksaan permulaan tidak lagi dibebankan kepada Jaksa Tentara, akan tetapi kepada atasan/komandan militer dan panglima angkatan. Dengan demikian hak dan kewenangan Jaksa Tentara berkurang dibandingkan pada waktu masih memedomani HIR, dan sebaliknya hak/kewenangan komandan bertambah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, mengamanatkan bahwa komandan mempunyai hak penyerahan perkara tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tersebut yaitu dalam pasal 43 ayat (2) menyebutkan: 
Angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan- komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 menyebutkan :
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Disadari bahwa masing-masing lingkungan peradilan telah memiliki dasar hukum dan undang-undangnya sendiri-sendiri. Peradilan Militer memulai sejarah baru pada tahun 1997, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berarti sebagai lingkungan peradilan tersendiri, Peradilan Militer juga telah memiliki dasar hukum sebagaimana lingkungan peradilan lainnya.
Konsiderans menimbang huruf d dan huruf f pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan Dalam huruf d bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta Hukum Acara Militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia serta perkembangan Hukum Nasional dan dalam huruf f bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dipandang perlu ditetapkan pengaturan kembali susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat di lingkungan Peradilan Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dalam satu undang-undang.
Bab IV tentang Hukum Acara Pidana Militer dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta jelas diatur mengenai ke Paperaan yaitu dalam bagian kedua tentang penyerahan perkara (pasal 122 sampai dengan Pasal 131). Selain itu berbagai Undang-undang yang di dalamnya menyebutkan tentang Papera hingga saat ini belum/tidak dicabut.
Kewenangan Papera diatur dalam Pasal 123 ayat (1) memberikan kewenangan kepada papera dimana berwenang untuk:
a.	 memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan, 
b.	menerima laporan penyidik, 
c.	memerintahkan dilakukannya upaya paksa, 
d.	memperpanjang penahanan sebagai mana dimaksud dalam pasal 78, 
e.	menerima/meminta pendapat hukum dari oditur, 
f.	menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang,
g.	menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin militer prajurit, 
h.	menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.
ayat (2) dan (3) Kewenangan  penutupan  perkara  demi  kepentingan  umum/militerhanya  ada  pada  Perwira  Penyerah  Perkara  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a. Panglima  selaku  Perwira  Penyerah  Perkara  tertinggi  melakukan pengawasan  dan  pengendalian  penggunaan  wewenang  penyerahanperkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya
Ketentuan apabila Papera terdapat perbedaan pendapat dengan oditur diatur dalam Pasal 127 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan:
1.	Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan, perkara perlu diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam peradilan lingkungan Peradilan Umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam siding.
2.	Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama dan sesudah mendengar pendapat oditur Jenderal di persidangan Pengadilan Militer Utama, dengan putusannya hakim menyatakan perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
3.	Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam Peradilan Umum, maka Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaksanakan penyerahan perkara tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama..

3. [bookmark: _Toc68386940][bookmark: _Toc68389347][bookmark: _Toc69282515][bookmark: _Toc69283416]Pertimbangan Papera Dalam Penyelesaian Perkara.
	Secara hukum, Perwira Penyerah Perkara (Papera) memiliki kewenangan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan perkara yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atas saran dari Oditur. Namun demikian, keputusan tergantung pada Papera, apakah perkara tersebut diserahkan ke pengadilan atau diselesaikan menurut hukum disiplin, ataukah ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum dan/atau kepentingan militer. Dalam menghadapi suatu perkara di lingkungan TNI, Papera selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan penyelesaian perkara, yaitu:
1. Pertimbangan Papera Apabila Perkara Akan Diselesaikan Menurut Hukum Disiplin Militer. 
	Salah satu keunikan hukum militer antara lain adalah bahwa di satu sisi perkara pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin, dan di sisi lain perkara (pelanggaran/tindak pidana) yang telah dijatuhi hukuman disiplin tidak menutup kemungkinan untuk dapat diproses menurut hukum acara pidana. Secara normatif undang-undang memang telah memberikan kemungkinan bahwa perkara pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin, dengan salah satu cara atau sarananya adalah melalui Papera dengan surat keputusannya. Namun demikian tidak semua perkara itu dapat diselesaikan menurut hukum disiplin.
	Hukum acara pidana militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) memang tidak dijelaskan secara rinci dalam hal bagaimana perkara pidana itu dapat diselesaikan menurut hukum disiplin. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 55 menyebutkan bahwa militer yang dimana perkaranya masih dalam pemeriksaan di pengadilan atau sudah diputus tidak boleh dijatuhi hukuman disiplin militer maka dalam hal ini bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Contohnya adalah penganiayaan ringan, penipuan ringan dan ketidakhadiran tanpa izin. Papera dalam menentukan perkara yang ringan sifatnya dapat memedomani ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dalam penjelasan Pasal 55 dirumuskan, sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah:
a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan.
c. Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/atau kepentingan umum.
	Jadi, kriteria perkara yang ringan sifatnya menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tersebut di atas dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan manakala Papera akan menentukan perkara untuk tidak diajukan ke Pengadilan tetapi cukup diselesaikan menurut hukum disiplin melalui Ankum dari anggota yang bersangkutan.
2. 	Pertimbangan Papera Dalam Menentukan Perkara Akan Ditutup Demi Kepentingan Hukum.
	Jika disimak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 ataupun dalam keputusan Kasad Nomor Kep/428/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 Sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tertanggal 5 Agustus 2020 , sebagaimana juga telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk penutupan perkara demi kepentingan hukum oleh Papera, dalam undang-undang tersebut telah diberikan pedoman. Perkara dapat ditutup demi hukum apabila:
a. Tidak terdapat cukup bukti
	Untuk menentukan suatu perkara tidak terdapat cukup bukti, sebelumnya harus dihubungkan dengan bukti-bukti yang dapat dicari atau dikumpulkan sehingga dapat menentukan pelakunya dan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Tetapi apabila hal itu tidak dapat dicari atau dikumpulkan sudah barang tentu tidak dapat diajukan ke pemeriksaan di persidangan Menurut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah ialah:
a) Keterangan saksi
b) Keterangan ahli
c) Keterangan terdakwa
d) Surat
e) Petunjuk
	Cukup tidaknya alat bukti akan menentukan ditutup tidaknya perkara yang bersangkutan haruslah dihubungkan dengan seberapa jauh kemungkinan dapat dicari barang-barang bukti atau alat-alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang dapat terpenuhi. Pada Pasal 171 menyebutkan: “  Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
b.	Bukan merupakan tindak pidana
	Maksud dari "bukan merupakan tindak pidana" adalah adanya kemungkinan bahwa perkara itu merupakan perkara perdata atau bidang hukum lain atau kemungkinan perkara itu sebetulnya secara normatif memang tindak pidana, tetapi tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya tidak memenuhi unsur kesalahannya, atau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum dan sebagainya. Sebab menurut S.R. Sianturi, dikatakan terjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
a) Subyeknya harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
b) Terdapat kesalahan pada petindak.
c) Tindakan itu bersifat melawan hukum.
d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
e) Dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan yang ditentukan dalam undang-undang.[footnoteRef:28] [28: 	 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 248.] 

c.	Tersangka/terdakwa meninggal dunia.
	Dalam suatu perkara pidana apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya selesai diproses maka sudah barang tentu perkara tersebut dapat dikatakan gugur dengan sendirinya. Maka, dalam hal ini Papera dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.
d. 	Nebis in idem.
	Nebis in idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama (yang pernah/telah diputuskan oleh Pengadilan). Menurut S.R. Sianturi, tujuan adanya ketentuan ini adalah untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dengan tindakan yang sama.[footnoteRef:29] Asas nebis in idem ini,mengandung filsafat menjaga keluhuran Hakim Pengadilan sebagai alat perlengkapan negara, dan mengandung jaminan kepastian hukum. Jadi terhadap perkara yang pernah diputus dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika kemudian perkara itu diajukan lagi, maka terhadap perkara itu menurut hukum pidana tidak boleh diproses. Misalnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum itu berupa "pembebasan dari dakwaan” karena ketika perkara itu diajukan tidak cukup bukti, tetapi dikemudian hari diketemukan bukti-bukti, maka jika tidak ada larangan nebis in idem ini, terhadap perkara tersebut dapat dituntut kembali. Lebih-lebih jika ternyata ada kesenjangan barang bukti yang diajukan sedikit demi sedikit sehingga untuk satu perkara kemungkinan kemungkinan menjadi beberapa beberapa putusan yang kemungkinan berlainan satu sama lain, sehingga tidak ada kepastian hukum. [29: 	 Ibid, hlm. 254.] 

e. 	Telah dibayarkan maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sepanjang ancaman pidananya denda saja.
	Jika suatu perkara pidana yang ternyata hanya diancam sanksi berupa pidana denda, dan denda dimaksud telah dibayar secara maksimum sesuai ancamanya, menurut S.R. Sianturi perkara tersebut berarti telah diselesaikan di luar sidang, Penuntut Umum (Oditur) wajib menghentikan usaha penuntutannya, dan sebaliknya tersangka wajib membayar maksimum denda yang hanya satu-satunya yang diancamkan.[footnoteRef:30] [30: 	 Ibid, hlm 253] 

f. 	perkara telah daluwarsa
	Artinya, bahwa menurut hukum perkara yang diproses tersebut pada hakekatnya sudah tidak dapat diproses lagi karena telah melewati masa masa daluwarsa, sedangkan ukuran waktu daluwarsa, menurut hukum pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyebutkan Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
a) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun.
b) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
c) Mengenai kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
d) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
	Demikian pertimbangan yang dapat digunakan oleh Papera manakala akan menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan menurut hukum disiplin dengan menyerahkan kepada ankumnya (dengan Surat Keputusan hukuman disiplin) atau akan ditutup demi kepentingan hukum dengan mengeluarkan Surat Keputusan penutupan perkara.
	Satu hal yang penting, sebagaimana juga telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa di samping surat keputusan tersebut diatas, Papera juga dapat mengeluarkan surat keputusan penutupan perkara demi kepentingan umum dan/atau militer, akan tetapi kewenangan ini hanyalah dimiliki oleh Panglima (Panglima TNI) selaku Papera tertinggi, dengan pertimbangan jika perkara itu diajukan ke pengadilan maka kepentingan masyarakat umum atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada apabila perkara itu diserahkan ke pengadilan.
4. [bookmark: _Toc68386941][bookmark: _Toc68389348][bookmark: _Toc69282516][bookmark: _Toc69283417]Penyelenggaraan Kewenangan Papera.
	Perwira Penyerah Perkara dalam melaksanakan kewenangannya didalam penyelesaian perkara, tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya terhadap penyelenggaraan Papera di lingkungan TNI AD, penyelenggaraan tersebut diatur didalam Keputusan Kasad Nomor : Kep/428/V/2016 tertanggal 23 Mei 2016 Sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Kasad Nomor: Kep/629/VIII/2020 Tertanggal 5 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kewenangan Papera dan Ankum di Lingkungan TNI AD
	Papera memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan suatu tindakan untuk memutuskan akan diselesaikan secara apa perkara yang di tangani, adapun tugas dan tanggung jawab Papera yang telah tertera didalam aturan yang ada dimana Papera Tugas Papera sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah membuat keputusan penyerahan sebuah perkara kepada pengadilan yang berwenang, menutup perkara yang bersangkutan atau menyelesaikan perkara untuk diselesaikan secara hukum disiplin. Adapun Tanggung jawab Papera sebagai berikut:
1.	Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:
a. 	Keputusan penyerahan perkara kepada pengadilan yang berwenang.		
b. 	Keputusan penutupan perkara demi kepentingan hukum.
c. 	Keputusan penyelesaian perkara menurut hukum disiplin prajurit.
2. 	Papera yang ditunjuk berdasarkan peraturan ini bertanggung jawab kepada Kasad secara hierarki.
3. 	Papera bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian perkara anggota di bawah komandonya.
	Seorang Papera harus memiliki kriteria yang mempuni dalam menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana, seorang Papera harus mempunyai kemampuan dalam pengetahuan di bidang hukum agar dapat menguasai proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dibawah Komandonya, keseluruhan aspek tersebut agar Papera mempunyai kemampuan menganalisa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan harus mempunyai kematangan berfikir dan bijaknsana dalam menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dalam pelaksanaannya Papera diberikan kewenangan yang dimana teknis penyelenggaraan tersebut di klasifikasikan sebagai berikut:
1. 	Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota yang ada di bawah komandonya meliputi:
a. 	Memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyidikan.
b.	Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan.
c.	Memerintahkan upaya paksa
d.	Memperpanjang penahanan dalam rangka penyidikan. Penahanan yustisi atau penahanan sementara terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran hukum pidana.
e.	Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara.
2.	Pendelegasian Kewenangan Papera, sebagai berikut:
a.	Kewenangan Papera tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain dibawahnya.
b.	Apabila Papera tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut atau lebih karena berhalangan tetap, kewenangan Papera ditarik ke Papera Atasan secara hierarki.
c.	Apabila Papera dan/atau Papera Atasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Perkara, maka Kasad selaku Papera tertinggi di lingkungan Angkatan Darat menerbitkan surat teguran kepada Papera yang bersangkutan.
d.	apabila Papera tidak melaksanakan surat teguran yang diterbitkan oleh Kasad, maka Kasad dapat membekukan sementara wewenang Papera tersebut.
	Dalam Keputusan Kasad terdapat ketentuan khusus mengenai Papera hal tersebut di paparkan untuk memperjelas mengenai kewenangan Papera dalam menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana adapun ketentuan khusus tersebut sebagai berikut:
1.	Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh prajurit yang berasal dari satuan yang berbeda Paperanya, maka yang bertindak selaku Papera adalah Papera dari tiap-tiap satuan prajurit tersebut.
2.	Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kewenangan penyerahan perkara diantara para Papera yang ditunjuk, maka yang berwenang memutuskan adalah Papera Atasan secara hierarki.
3.	Apabila perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan, putusan terakhir berada pada Papera tertinggi di lingkungan Angkatan Darat.
4.	Bagi Militer yang melaksanakan pendidikan dan atau penugasan luar negeri, maka yang bertindak selaku Papera adalah menyesuaikan dengan status jabatan terhadap prajurit yang melaksanakan pendidikan dan atau penugasan luar negeri.
Dalam penyelenggaraan Papera dalam menentukan penyelesaian perkara anggotanya berupa penyerahan perkara ke pengadilan, ditutup perkara demi kepentingan Hukum, atau melalui hukum disiplin militer dilaksanakan berdasarkan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan pengakhiran.
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